SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 77
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai

penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4
Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung, namun
dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masvarakat Level 4 dan Level 3
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,
sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu
disesuaikan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus
Disease 2019 di Kota Bandung;

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah I[stimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang ...



8.

10.

It.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263});
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828):

14. Peraturan ...



14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penvelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Cowvid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masvarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penvebaran Corona Virus
Ihsease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/
SK/VII/ 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19] (Berita Negara Eepublik Indonesia Tahun
2020 Nomor 361);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Peraturan ...



23:

29,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi
Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Bersama  Menterni Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516
Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020
tentang Panduan Penvelenggaraan Pembelajaran Pada
Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik
2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

Keputusan Menterni Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Couvid-
19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Cowid-19);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronawmrus
Disease 2019 (Cowid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor
60);

30. Peraturan ...



Memperhatikan:

Menetapkan

30.

31.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020
tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masvarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota
Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021
Nomor 77};

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masvarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease
2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan
Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.20 Tahun
2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5M dan
Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di
Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Pada
Masa  Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 77 TAHUN

2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN

KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG.

Pasal ...



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di
Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021
Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1) dan
angka 3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

(2)

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4,

pimpinan tempat kerja/perkantoran  wajib

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian penvebaran Covid-19 secara ketat.

Pimpinan tempat kerja/perkantoran

mengutamakan pelaksanaan pekerjaan Dbagi

pegawai/karyvawan melalui pengaturan bekerja
sebagai berikut:

a. sektor non esensial, diberlakukan 100%
(seratus persen) bekerja di rumah (work from
home},

b. sektor esensial, yang meliputi:

1} keuangan dan  perbankan  hanyva
meliputi asuransi, bank, pegadaian,
bursa berjangka, dana pensiun dan
lembaga pembiavaan yang berorientasi
pada pelayananan fisik dengan
pelanggan., dapat beroperasi dengan
kapasitas paling banyak 50% (lima
puluh persen} staf bekerja di kantor
(work from office) untuk lokasi vang
berkaitan dengan pelayanan
masyarakat, serta 25% (dua puluh lima
persen) staf bekerja di kantor (work from
office) untuk pelayanan administrasi
perkantoran guna mendukung
operasional;

2) pasar ...



2] pasar modal (yang berorientasi pada
pelavanan dengan pelanggan dan
berjalannya operasional pasar modal
secara baik), teknologi informasi dan
komunikasi yang meliputi operator
seluler, data center, internet, pos, media
terkait dengan penyebaran informasi
kepada masyarakat dan perhotelan non
penanganan karantina, dapat beroperasi
dengan kapasitas paling banvak 50%
(ima puluh persen] staf bekerja di
kantor (work from office);

3) industri orientasi ekspor dan
penunjangnyva hanyva dapat beroperasi 1
(satu) shift dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf
hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta
10% (sepuluh persen) untuk pelavanan
administrasi perkantoran guna
mendukung operasional dan harus
menunjukkan bukti contoh dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang selama
12 ({dua belas) bulan terakhir atau
dokumen lain vang menunjukkan
rencana ekspor dan wajib memiliki lzin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri; dan

4] bidang pemerintahan yang memberikan
pelavanan publik yang tidak bisa
ditunda pelaksanaannya, diberlakukan
paling banvak 25% (dua puluh lima
persen) bekerja di kantor (work from
office).

c. sektor kntikal, yang meliputi:

1) kesehatan serta keamanan dan
ketertiban diberlakukan 100% (seratus
persen) bekerja di kantor (work from
office); dan

2) penanganan ...



(3)

(4)

2) penanganan bencana, energi, logistik,
transportasi dan distribusi terutama
kebutuhan pokok masyvarakat, makanan
dan minuman serta penunjangnya
termasuk untuk ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia,
semen dan bahan bangunan, objek vital
nasional, provek strategis nasional,
konstruksi (infrastruktur publik]),
utilitas dasar (listrik, air dan
pengelolaan sampah) dapat beroperasi
100% (seratus persen) hanya pada
fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan
kepada masyarakat dan untuk
pelayanan administrasi perkantoran
diberlakukan paling banyak 25% (dua
puluh lima persen) staf bekerja di
kantor (work from office).

Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai berikut:

a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota
termasuk Badan Usaha Milik Daerah
dilakukan secara normal;

b. untuk semua tempat kera/perkantoran
instansi vertikal termasuk Badan Usaha
Milik Negara mengikuti ketentuan vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

c. untuk semua tempat kerja/perkantoran
Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00
WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.

Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan

melaksanakan pertemuan maka pertemuan

diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara
daring/ online.
(S) Dalam ...



(3)

(6)

10

Dalam  hal pertemuan  dilakukan secara
langsung/tatap muka maka peserta pertemuan
dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)
dari kapasitas ruang pertemuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol
kesehatan  pencegahan dan  pengendalian
penyvebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Dalam pelaksanaan PPKM Level 4 selama
pandemi Cowvid-19, kegiatan di Pusat
Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, ditutup sementara
kecuali akses untuk restoran, rumah makan dan
café serta toko modern vang menjual kebutuhan
sehari-hari, toko obat dan/atau alat kesehatan
serta akses untuk pegawai toko vang melavani
penjualan secara online dengan ketentuan paling
banyak 3 (tiga) orang karyawan setiap toko
dengan tetap wajib menerapkan protokol
kesehatan  pencegahan dan  pengendalian
penyebaran Covid-19 secara ketat.

Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern,

Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya

mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi

pegawai/karvawan melalui pengaturan bekerja
dengan menggunakan pembagian waktu kerja
bergiliran (work in shift).

Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:

a. waktu operasional untuk toko modern dan
toko kelontong vang menjual kebutuhan
sehari-hari dan alat kesehatan vaitu mulai
buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup
pukul 20.00 WIB:

b. waktu ...



(5)

11

b. waktu operasional pasar yang menjual
kebutuhan sehari-hari vaitu mulai buka
pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup
pukul 20.00 WIB;

c. waktu operasional pasar vyang menjual
barang mnonkebutuhan sehari-hari vaitu
mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan
tutup pukul 15.00 WIB;

d. waktu operasional pasar induk dilakukan
secara normal;

e. waktu operasional untuk warung, restoran,
rumah makan dan café vaitu mulai buka
pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup
pukul 20.00 WIB;

f. waktu operasional untuk apotik dan toko
obat dapat buka selama 24 jam; dan

g. waktu operasional Pedagang Kaki Lima. toko
kelontong vang menjual barang
nonkebutuhan sehari-ham, agen [ outlet
voucher, barbershop/pangkas rambur,
laundry. pedagang asongan, bengkel kecil,
cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis
mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan
tutup pukul 20.00 WIB.

Kapasitas pengunjung toko modern, toko
kelontong dan pasar vang menjual kebutuhan
sehari-hari serta pasar vang menjual barang
nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak
50% (lima puluh persen) dari kapasitas
gedung/ruang.
Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan
dan café baik vang berada pada lokasi tersendin
maupun yvang berlokasi pada pusat
perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take
away dan tidak menerima makan ditempat (dine-
in).

(6) Pengelola ...



(6)

(8)

12

Pengelola restoran, rumah makan dan cafe
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
menyediakan tempat pemesanan dan
pengambilan makanan yang telah ditentukan.
Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg,
pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya
dapat melayani makan di tempat dengan
ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang
pengunjung dan waktu makan paling lama 20
(dua puluh) menit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol
kesehatan  pencegahan dan  pengendalian
penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran 1 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b diubah, sehingga
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Selama pandemi Couvid-19 kegiatan transportasi

orang dan barang diatur sebagai berikut:

a. kendaraan mobil penumpang pribadi
dibatasi jumlah penumpangnya sebagai
berikut:

1. mobil penumpang sedan atau sejenisnyva
dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang,
maka maksimal dapat mengangkut 3
(tiga) orang; dan

2. mobil penumpang bukan sedan atau
sejenisnva dengan kapasitas duduk lebih
dari 4 (empat) orang, maka maksimal
dapat mengangkut 4 (empat) orang.

b. transportasi umum (kendaraan umum,
angkutan masal, taksi (konvensional dan
online) dan kendaraan sewa /rental)
diberlakukan dengan pengaturan kapasitas
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas kendaraan dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. angkutan ...
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c. angkutan roda dua pribadi dapat
mengangkut orang atau barang selama
memenuhi protokol kesehatan yvang
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
dan

d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat
mengangkut orang atau barang dengan
ketentuan harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua
Komite Kebijakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Wali Kota ini.

(2] Ketentuan teknis operasional angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum, angkutan
perkeretaapian, dan/atau moda transportasi
barang vang merupakan kewenangan Daerah
Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bandung.

(3] Ketentuan lebith lanjut mengenai protokol
kesehatan  pencegahan dan  pengendalian
penyvebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran | yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26
Format surat permohonan, surat pernyataan
kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 4, rekomendasi
dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran I1A
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan ...
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6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 44

Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 5

ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam

bentuk:

a. sanksi ringan, berupa:

1. teguran lisan; dan/atau

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas;

2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda
administratif paling besar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab vang

melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 dan

Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam

bentuk:

a. sanksiringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas
pemilik/pengelola/ penanggung jawab;
atau

2. kerja sosial.

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda  administratif, paling  besar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

2. penghentian sementara
kegiatan /penyegelan;
pembekuan izin; dan/atau

4. pencabutan izin.

(3) Setiap ...



(3)

(4)
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Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 9
dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif
dalam bentuk:

a. sanksiringan, berupa:

1. teguran lisan; dan/atau

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas;

2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda
administratif paling besar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung

jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal

11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2], Pasal 13, Pasal

14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2], Pasal 16 avat

(1) dan avat (2}, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal

20 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas
pemilik /pengelola/penanggung jawab
kegiatan usaha;

2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda  administratif, paling besar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiahj;

2. penghentian sementara kegiatan;

3. penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

5. pencabutan ...



(5)

(6)

(7)
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5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung

jawab kegiatan vang melanggar ketentuan Pasal

18 avat (3) dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. denda administratif, paling besar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

e. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

Sanksi berat berupa penghentian sementara

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan

tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas)
hari.

Setiap Pimpinan/Pemilik /Pengelola/Penanggung

jawab kegiatan vang telah dikenai sanksi dan

mengulangl pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat

(3) dikenakan sanksi berupa:

a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

b. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

¢. pencabutan izin usaha atau rekomendasi

pencabutan izin usaha.

(8) Setiap ...



(8)

(9)

(10)
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Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang
melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi
administratif dalam bentuk:

a. teguran lisan: dan

b. teguran tertulis.

Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 21

avat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif

dalam bentuk:

a. sanksiringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jaminan kartu identitas;
2. catatan Kepolisian; atau
3. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda
administratif, paling besar Rpl150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Setiap Pemilik /Pengelola /Penanggungjawab/

Pengemudi angkutan orang yang melanggar

ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dikenakan

sanksi administratif dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. penjaminan kartu identitas pengelola
simpul transportasi;

2. kerja sosial;

3. catatan Kepolisian; atau

4, pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda = administratif, paling  besar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiahj;

2. penghentian sementara kegiatan;

3. penghentian ...
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3. penghentian tetap kegiatan;
pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

(11) Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 21
avat (1) huruf c¢ dikenakan sanksi administratif
dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas;

2. catatan Kepolisian; atau

3. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam  bentuk denda
administratif, paling besar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

(12) Setiap Pemilik / Pengelola / Penanggungjawab/
Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi
vang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf
d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. penjaminan kartu identitas pengelola
simpul transportasi;

2. kerja sosial;

3. catatan Kepolisian; atau

4. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi ...
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c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda  administratif, paling besar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

(13) Setiap Pemilik /Pengelola/Penanggungjawab
kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan
Pasal 22 dikenakan sanksi administratif dalam
bentuk:

a. sanksiringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas
pemilik /pengelola/penanggung jawab
kegiatan usaha;

2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda  administratif, paling besar
RpS500.000,00 (lima ratus ribu rupiahj;

2. penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi

pembekuan izin usaha;

5. pencabutan ...
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5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

Setiap Pemilik /Pengelola/Penanggungjawab
kegiatan/aktivitas vang melanggar ketentuan
Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam
bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas
pemilik / pengelola/penanggung jawab
kegiatan usaha;

2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.

¢. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda  administratif, paling besar
Ep500.000,00 (ima ratus ribu rupiah);
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin
usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4},
ayat (8) sampai dengan ayat (14}, berakhir setelah
pelanggar memenuhi ketentuan protokol
kesehatan yang dilanggar.

Pasal ...
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannva dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2021
WALLI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
G RABABAGIAN HUKUM
SUAARGNOAERAH KOTA BANDUNG,

G

PADA



FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN, DAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN

LAMPIRAN IIA : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 78 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Juli 2021

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG

A. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

Bandung, ................ 20 ...
: Kepada
! e {....) berkas Yth. Wali Kota Bandung
: Permohonan Persetujuan Selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembatasan Kegiatan Melalui:
Masyarakat Level 4 Ketua Pelaksana Harian
Covid-19 Satuan Tugas

Tingkat Kota Bandung

di -
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan
Pasal 24 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4
Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung, kami sampaikan
permohonan persetujuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masvarakat Level 4 Covid-19 di lembaga/badan usaha vang
kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana
terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami
sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha,

(Nama Lengkap)



B. Format Surat Pernyataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung Untuk
Lembaga/Badan Usaha.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Nama Lembaga/Badan

Alamat Lembaga/Badan Usaha
Kegiatan

Sura lzin Usaha*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam
setiap aktivitas lembaga/badan wusaha dalam rangka pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana vang wajib diadakan
berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan
lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan vang
diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus
Disease 2019 di Kota Bandung; dan

3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Cowvid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menvatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 10.000

(Nama Lengkap)
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C. Format Surat Per_setulj)ian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung.

(KOP SURAT SATUAN TUGAS TINGKAT KOTA)

Bandufig, ....ooceeins 2000
Nomor :
Sifat 2 Kepada
Lampiran : ... (.....) berkas Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Lembaga /Badan Usaha
Pembatasan Kegiatan
Masyvarakat Selama Pandemi
Covid-19
di -
BANDUNG
Memperhatian surat rmohonan Saudara Nomor ......
tan ...., hal Permohonan Persetujuan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease
2019 di Kota Bandung, pada prinsipnva kami menyetujui
rmohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan
Jenis kegiatan vang saudara ajukan dengan ketentuan:
1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan
gen%endahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
9) dalam setiap aktivitas lembaga /badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana vang wajib diadakan
berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di
lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar
protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar
protokol  kesehatan ncegahan dan  pengendalian
penvebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Demikian untuk menjadi maklum.
a.n. WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
KETUA PELAKSANA HARIAN SATUAN
TUGAS TINGKAT KOTA BANDUNG,
Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota
Bandung {seh&‘lﬁa_i laporan);

2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung Selaku Wakil Ketua Komite
Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan].

WALI KOTA BANDUNG,

sesuai dengan aslinya TTD

WRAGIAN HUKUM

PADA #& ; : AERAH KOTA BANDUNG, ODED MOHAMAD DANIAL




